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ABSTRAK:

Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan
daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai
mitra sejajar. Konteks relasi tersebut adalah masih dominannya peran dari eksekutif
menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi
sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya
penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua
daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan
posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi
antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masingmasing. Ini terjadi di
tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran
penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka
dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah
yag lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat
pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya
paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala
diabaikan.
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